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TIENTANG

KODE ETIK PELAYANAN PUE IK DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PE_LAYANAN TERPAD!. SATU PINTU DI KABUPATEN BUTON TENGAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAIFIMAT TLHAN YANG MAHA ESA

BUFATI BEUTON TENGAH

tahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Repullik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggar:an Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu
cisusun pedo1an pelacsanaan etika pelayanan bagi aparatur di
Ingkungan Dinas Fenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu;

tahwa untuk mementhi maksud sebagaimana huruf a, periu
citetapkan derjan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pelayanan
Publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
“‘erpadu Satu ’intu Kabupaten Buton Tengah.

Undang-Undang Ncmor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembei-an Negera Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
76, Tambaher Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
£724);

Undang-undairg Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(_embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112,
“"ambahan Le 1baran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
UUndang-Undang Nomcr 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan
tlabupaten Euton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara
(_.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172,
Tambahan Le baran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
Undang-Undang Nomcr 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Nszgara Republik Indonesia Tahun 2014
Momor 244, "ambzhan Lembaran Negara Republik Indonesia



Menetapkan

Jomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
lengan Unda~g-Uncdarg Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
{edua Atas Jndarg-lJndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Yemerintahar Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
rahun 2015 lMomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
ndonesia No1or 5679

Jeraturan  Fresiden  Nomor 97 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggarian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran
Negara Repulik Inconesia Tahun 2014 Nomor 221),

Peraturan Me 1teri Dialam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
2enyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita
Negara Repuvlik Inconesia Tahun 2017 Nomor 1956);

{eputusan Nlenteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
33/Kep/M.PA*./7/20)3 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan
Jelayanan Publik;

Peraturan Bipati Buton Tengah Nomor 51 Tahun 2016 tentang
<edudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
<erja Dinas 2enaraman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
2intu Kabupeen Buton Tengah (Berita Daerah Kabupaten Buton
Tengah Tahur 2016 Nomor 51)

Seraturan Brjati Buton Tengah Nomor 23 tahun 2019 tentang
Pendelegasizc 1 Periizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
2enanaman l\lodal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten
3uton Tengal" (Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun
2019 Nomor : 3).

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK
PELAYAMNAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS
PENANAIIAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BUTON TENGAH.



BAB |
Y ETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Pe aturar Bupati ini yar g dimaksud dengan :

1. Daeral adalc h Kabupaten Buton Tengah

2. Pemerintah Jaerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelangga a Pemerintahan Daereih.

3. Bupati adalah Bupati Buto- Tengah

4. Wakil Bupati adalah Wakil 3upati Buton Tengah

5. Dinas Penanaman Mod:l dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang
selanjutnya disingkat DFPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan
Pelayznan Tzrpadu Satu I* ntu Kabupaten Buton Tengah;

6. Kepale Dines adalah Kepala Diras Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Sati Pintu Kabugp aten Buton Tengah

7. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara dan /atau Tenaga Kontrak Daerah
yang bekerjc pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Buton Te:1gah

8. Etika adalah kumpulan as.as atau nilai yang berkenaan dengan akhiak, nilai
mengenai be nar dan salah yang dienut oleh Pegawai.

9. Kode Etik Pelayanan Publik adaah aturan yang harus dipatuhi selama
berstatus sabagai Pegewai Cinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Sat s Pintu Kabupaten Euton Tengabh.

10. Hadiah/grati‘ikasi adalah |:2mbeian dalam arti luas yang meliputi pemberian
uang, barang, rabat (diskc: 1), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan
wisate, dan fasilitas lainny::.

11.Suap adalah suatu bent.k perpbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu
kepada seceorang ataut pejacal dengan maksud yang bersangkutan
melak kan pelanggaran atas kewajiban yang seharusnya dilaksanakan.

12.Intimicasi acalah melakuk an tinclakan menakut-nakuti atau tekanan dan atau
ancanman kepada pihak |:in untua< kepentingan tertentu baik pribadi atau
kepentingan pihak lain de-igan care malawan hukum.

13.Pelecehan adalah melakikan fincdakan atau ucapan terkait SARA (Suku,
Agama, Ras dan Antar (:olongan’, Gender, Rahasia Pribadi, Kondisi Fisik
dan Kzjiwaan seperti kecacatan da kondisi fisik.

14. Pemerasan adalah perbiatan yang dilakukan untuk tujuan menguntungkan
diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain
dengen kekzarasan atau ancamar kekerasan, untuk memberikan sesuatu

barany, yarng seluruhny: atau sebagian milik orang lain atau supaya



memberikan hutang meaupun menghapus piutang, diancam, karena
pemerasan.

15.Minuman Ke-as adalah semua jeris minuman yang mengandung alkohol
yang menimoulkan oranc mabuk dan merusak kesehatan manusia atau
menyebabkai suasana c:lam oekerja/masyarakat berubah dari suasana
normal. merurunkan kesadaran rmanusia dan atau mengancam nyawa
manus a.

16.Provokasi adalah mema faatken posisi atau jabatan untuk menghasut,
membangkitkan dan atau memanc ng atasan, bawahan, rekan kerja/kolega
untuk melakiikan sesuatu dengen cara melawan hukum yang menyimpang

dari tujuan dan kepentinge 1 organisasi.
Fasal 2

(1) Maksud peryusunan Ko:e Etik PPelayanan Publik agar Pegawai dalam
melaksanaken tugas pe ayanen mengacu pada perilaku yang dapat
menurnbuhkan citra, meaenjaga martabat/kehormatan dan  kredibilitas
DPMPTSP szrta menghin:larkan segala bentuk benturan kepentingan dalam
mewujudkan DPMPTSP y:ing good governance dan clean governance.

(2) Tujuar: disusunnya Kode Itk Pelayanan Publik adalah untuk meningkatkan
kualitas dan <uantitas peleivanan publik dilingkungan DPMPTSP.

Pasal 3

(1) Visi DPMP 'SP adalah 'Pelayaran Investasi yang Profesional dalam
Mewu udkan Buton Tenge! yang Produktif dan Sejahtera".

(2) Untuk mewtjudkan Visi sizbagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP
memil ki Mis -

a. Mewujud<an sumber :laya ranusia yang memiliki integritas tinggi dan
profesional ;

b. Mewujud<an pelayan:n investasi yang mudah, cepat, murah dan
transparen;

c. Membangun kerjasam 1 denjan seluruh pemangku kepentingan dalam
proses penyelenggara:in investasi Buton Tengah;

d. Mencipta<an iklim inve:tasi yang kondusif.

e. menumbuh kembangk:in iklim usaha dan investasi yang nyaman;

meningkatkan pengen: alian pelaksanaan penanaman modal.

—h



BAB I
KODE E7IK PELAYANAN PLIBLIK DAN LARANGAN PELAYANAN PUBLIK
Bagiar Kesatu
Etika Pelayanan

Pasal 4
Kode Etik Pelasanan Publik berdasarkan Peraturan Bupati ini berlaku bagi
seluruh Pegawa DPMPTSP.

Pasal 5
(1) Etika FPelayanan sebagain ana dimzksud dalam Pasal 4 meliputi:

disiplin;
cepat;
tegas;
sopan;
ramah dan simpatik;
adi//tidak diskrimatif;
terbuka dan jujur;
loyal;
sabar,
kepatuhan;
teladan;
kormunike tif;
. kreatif;
bertangg ing jawab; de 1
obektif.

O3 3 ~XT T ITQ@TO Q00D

(2) Disiplin setagaimana dirnaksul pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan
cara hadir epat waktu s2sual dengan jam kerja, tertib berpakaian sesuai
dengan ketentuan tata ara pakaian dinas, tertib berbicara dalam batas
etika dan moral serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-
undagan.

(3) Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara
menyelesai<an berbagai Jrusay pelayanan publik yang menjadi kewajiban
dan tangguigjawab penyalenggara pelayanan sesuai dengan jadwal waktu
layanan yang sudah diterukan.

(4) Tegas sebegaimana dim:ksud paia ayat (1) huruf ¢ dilakukan dengan cara
tidak memberikan ruanc tolerans terhadap kolusi, korupsi dan nepotisme
dalarn bentuk apapun y«:ng terkzcit dengan pelayanan Perizinan dan Non
periz nan.

(5) Sopen sebagaimana dim aksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara
tingk2h lak 1 yang baik dan be-bicara yang wajar sesuai dengan etika dan
norma kesopanan pada saat melayani pengguna jasa layanan Perizinan
dan Non perizinan.

(5)



(6)

(8)

©)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(19)

(16)

Raman sebigaimana dirnaksuc pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan
cara berbud bahasa yang menarik bertutur kata yang manis dan perbuatan
yang menyenangkan dalam melaksanakan pelayanan Perizinan dan Non
perizinan.

Adilftidak d skriminatif sebagaimzna dimaksud pada ayat (1) huruf f,
dilakukan czangan cara memteri<an kesempatan yang sama terhadap
pengguna leyanan.

Terbuka dan jujur sebag: mane d maksud pada ayat (1) huruf g dilakukan
dengan cara memberik:n informasi tentang materi, data dan proses
pelayanan yang jelas dan Jenar

Loyal sebacaimana dimaksud rada ayat (1) huruf h dilakukan dengan cara
melaksanakan perintah :atasan dan wajib melaporkan secara cepat dan
benar kepaca atasan terk.:it der gan pelaksanaan pelayanan.

Sabar sebajaimana dimaksud paca ayat (1) huruf i, dilakukan dengan cara
menahan enosi apabila muncul >emyataan dan atau perilaku pengguna
jasa layanan publik ycng dapat menyinggung perasaan dan atau
menc ptakan kenyamana dalarn melaksanakan pelayanan publik.

Kepa:uhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, dilakukan dengan
cara menyzlesaikan keseluruhay kegiatan pelayanan sesuai dengan
standar pelayanan dan standar operasioanal prosedur untuk memenuhi
tingkat kepLasan para peingguna jasa layanan Perizinan dan Non perizinan.

Teladan sebagaimana d naksitd >ada ayat (1) huruf k, dilakukan dengan
cara membzarikan contoh perilaku yang baik kepada rekan kerja maupun
kepada para pengguna jeasa layanan Perizinan dan Non perizinan.

Komunikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1, dilakukan
dengan cara berkomunilasi secara efektif dengan para pengguna jasa
layanan paca saat memktarikan pelayanan Perizinan dan Non perizinan.

Kreat/f sebagaimana dir-aksuc pada ayat (1) huruf m, dilakukan dengan
cara melak ikan inovasi vang konstruktif dan produktif untuk mempercepat
dan rnengontimalkan peli: <sanaan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Bertanggung jawab sebacaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, dilakukan
sesuai ketetuan peratur:n perundang-undang.

Objektif sebagaimana diimaksud pada ayat (1) huruf o, dilakukan dengan
cara tidak memihak k:pada salah satu dari pengguna jasa layanan
Periz.nan dan Non perizi- an.

Pasal 6

Setiap Pegawa DPMPTSP wajib menerapkan etika pelayanan sebagaimana
dimaksuc dalan: Pasal 5.

(6)



Bacian Kedua
Larzngan 2e ayanan Publik
Pasal 7

(1) Selain menerapkan etika |.elayana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1), setiap Pegawai [)PMPTSF' tidak diperkenankan atau dilarang:

mezlakukan kegiatan yi:ng bertentangan dengan kepentingan umum;
menerin a hadiah/imbalan/suag;

menerim a fasilitas dar pelayanan dari pihak lain;

o 0o T o

mzambocorkan kerahasiaan informasi kepada pihak lain tanpa

persetuj ian pejabat berwenang;

o

berkontr busi dan/atau terlibat calam aktifitas partai politik;
mezlakukan tindakan/parbuatan yang mencemarkan nama baik dan citra
DPMPT5P.

(2) Kegiatan yang bertentan¢gan dengan kepentingan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huru® a, setiap Pegawai DPMPTSP tidak
diperk=nankan/dilarang:

a. bekerja Intuk kepenti-igan pihek lain dan/atau unit organisasi lain tanpa
izin pejanrat berwenanc;

b. melakukan kegiatan dan/atau  aktivitas yang dapat menimbulkan
benturar kepentinga dalem menjalankan tugas sebagai pegawai
DPMPTGP.

(3) Hadiah/Imbalan/Suap seb:gaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap
Pegawai dar keluarga tidezi< dipe kenankan dan dilarang:

a. menerima hadiah atau fasilitas berupa peijalanan dan/atau akomodasi
deri mitra kerja dan/at:iu pihak lain yang dapat mempengaruhi simpulan,
pendapet, opini dan p:ngambilan keputusan;

b. menerima dan/atau niemberikan sesuatu kepada mitra kerja dan/atau
pihak-pil ak tertentu y: 1g be indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme.

(4) Fasilites dan Pelayanan s:oagai nana pada ayat (1) huruf ¢, setiap pegawai
dan keluargznya dilarang mener ma fasilitas dan pelayanan dari mitra kerja
dan/atau dar pihak lain, kzcuali untuk penugasan berdasarkan permintaan
mitra yang menjadi beb:n miira kerja sesuai dengan ketentuan yang
berlaki.

(5) Kerahasiaan informasi sel:agaimana pada ayat (1) huruf d, setiap pegawai
dilarang:
a. mempergunakan seluruh  irformasi internal  DPMPTSP  untuk
kepentinjan pribadi/keluarga atau kepentingan pihak lain tanpa izin
Kepala [ PMPTSP;
b. menyamoaikan informasi/data kepada pihak-pihak tertentu tanpa izin
dari Kenala DPMPT5P kecuali untuk kepentingan pemeriksaan,



(6)

(7)

(1)

(1)

(@)

penyelic kan dan peryidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangen.

Kontriousi dan aktifitas pclitik sebagaimana pada ayat (1) huruf e, setiap
Pegawai dilarang turut sarta secara aktif dalam kegiatan/aktivitas partai
politik

Tindakan/perbuatan sebeijaimana pada ayat (1) huruf f, setiap Pegawai

dilarang:

a. melakukan tindakan/psrbuatan tertentu yang dapat mencemarkan nama
baik dan citra DPMF TSP seperti asusila dan/atau kriminal, dan/atau
perbuatan lain sejenis;

b. mendatangi tempat-te npat ter'entu yang berkonotasi negatif dan dapat
merusal: citra DPMP™ 3P;

c. membeiitakan dan/eiau menjupload pemyataan tertentu ke media
sosial ynig dapat merusak citra DPMPTSP;

d. bertemu/berhubunga langsung dengan pemohon, kecuali petugas front
ofice dengan petuga: di ruang konsultasi.

BAB I
MAJELIS KODE ETIK

Pasal 8
Setiep peranganan dugaan relanggaran Kode Etik pelayanan dibentuk
Majelis Koce Etik.
Majelis Kole Etik seba:aimara dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Kepela Dinas.
Majelis Kocle Etik bersife - add hoc.
Format Keoutusan Kep: a Diras tentang pembentukan Majelis Kode Etik
dimeksud pada ayat (1) sebajaimana tercantum dalam Lampiran |
Perzaturan Bupati ini.

Pzsal 9
Majelis Kode Etik sebag¢aimana cimaksud dalam Pasal 8 berjumlah paling
sedikit 5 (lima) orang da“ berjumlah gasal/ganjil terdiri dari:
a. 1 (satu) orang Ketua i~ieran¢kzp anggota yaitu Kepala Dinas DPMPTSP;
b. 1(satu) crang sekreta“is merangkap anggota, yaitu pejabat administrator;
c. anggota yaitu pejaba: eselon \//pengawas.
Pangkat dan jabatan arnggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah
dari jabata pangkat yan diperiksa.
Apabila ketentuan sebigaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat
terpenuhi cari DPMPTSFE, keanggotaan Majelis Kode Etik dapat melibatkan

pejahat lain yang meme uhi persyaratan dari Inspektorat Daerah.



Fasal 10
Majelis Ko e Etit mempunyai tugas
a. menyadiaken dan mempe siapkan tata cara sidang;

b. menerima can melakukar evaluas terhadap laporan yang diterima secara
tertulis dari »elapor;

c. melakukan sidang terhad:p ducaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan
Pegawai DPMPTSP;

d. menetapkan jenis pelangcaran Kode Etik setelah mempertimbangkan

kesalsian, 1lat bukti dan -eterangan yang bersangkutan dalam sidang
Maje is Koce Etik;

e. dapa! mem nta keterangan dari pihiak lain untuk memperkuat alat bukti; dan
membuat d ain menyampé kan rekomendasi pemberian sanksi dan/atau

tindaxan ac ministratif ke: ada Pejzbat berwenang.

BAB IV
MEKANISIVIE PEINI2=GAKAN KODE ETIK
Bacian Kesatu
Penanganan Laporan
Pasal 11
Pegawai DPMP "SP dipanggi Jntuk diperiksa oleh Majelis Kode Etik, jika:
a. melakuxan pelanggaran K¢ le Etik; can/atau

b. sebaga terlapor dugaan pe: anggearan Kode Etik.

Pasal 12

(1) Setiep orarg yang mencg 2tahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik oleh
Pegewai [PMPTSP depat malaporkan kepada Kepala DPMPTSP atau
pimginan unit kerja Pegei.vai bersangkutan.

(2) Lapcoran sebagaimana ¢ maksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk
tertuis der gan bukti yzig diperlikan dan disertai dengan identitas yang
jelas dari pzlapor.

(3) Terhadap laporan se:agaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
DPNPTSP atau atasan :ngsung melakukan pemeriksaan pendahuluan.

(4) Apabila terdasarkan 1asil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana
dimeksud nada ayat (3) diduga ruat bahwa perbuatan terlapor melanggar
Kode: Etik, Kepala DPMFI- TSP rnembentuk Majelis Kode Erik.

(5) Kepala DFMPTSP dan/atau kepala unit kerja dan/atau Majelis Kode Etik
wajib menjaga kerahasi: an identitas pelapor sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), <ecuali untuk kepentingan pemeriksaan dugaan pelanggaran
Kode Etik.

(D)



Bagiar Kedua
Pemanggilan

Pasal 13
Majelis Kode Etil. melakukan pemangg lan terhadap setiap pegawai DPMPTSP

yang diduga melakukan pelan: yaran kcde etik.

Fasal 14
(1) Majel's Koce Etik melaksanakan sidang paling lama 21 (dua puluh satu)
hari sejak d mulainya siding.
(2) Sidarg sebagaimana dimaksud pzda ayat (1) tetap menjunjung tinggi asas
praduga tak bersalah.
Bagian Ketiga
Pemeriksaan
Pasal 15
(1) Pegawai DPMPTSP yan: diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dalam
sidar g tertt tup, hanya dit.etahui dan dihadiri oleh:
a. Pegawai DPMPTSP y: ng bersengkutan; dan
b. Mzjelis kode Etik.
(2) Majelis Koce Etik dapa: meminta keterangan dari pihak lain di dalam
persicangar, untuk menguji kekatan alat bukti.

Pasal 16

(1) Pegawai DFPMPTSP yan¢ diperiksa sebagaimana dimaksud pada Pasal 15
wajib mencikuti dan turiduk ssrta merespon dan/atau menjawab setiap
pertanyaan selama sidanz.

(2) Pegawai DPFMPTSP seb:gjaimena dimaksud pada ayat (1), tidak merespon
dan/atau ticak bersedia nenjawat pertanyaan dianggap mengakui dugaan
pelanggararn Kode Etik yang disangkakan.

(3) Sidany Majelis Kode Etik dianggzp sab apabila dihadiri Ketua, Sekretaris
dan paling sedikit 1 (satu) orang ariggota.

Pasal 17
(1) Hasil pemeriksaan sebag: mane dimaksud pada Pasal 16 dituangkan dalam
Berita Acare Pemeriksaair yang di:andatangani oleh Anggota Majehs Kode
Etik yeing halir serta Pegavai DPMPTSP yang bersangkutan.
(2) Pegawai DFFMPTSP seb:gaimenz dimaksud pada ayat (1), tidak bersedia

menandatanjani Berita /cara Pc:emeriksaan, maka Berita Acara cukup



ditandatangani oleh Anggota Majelis Kode Etik dan diberikan catatan
Pegawai DPNPTSP yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani.
(3) Majelis Kode Etik mengarrbd keputusan setelah Pegawai DPMPTSP yang
bersanjkutar diberi kesemn patan membela diri.
(4) Pengaimbilan keputusan r 1imal dihadiri oleh 3 (tiga) orang anggota Majelis
Kode Etik.
(5) Keputusan Majelis Kode :tik dambil secara musyawarah mufakat dalam
sidang Maje is Kode Etik t:npa cihzdiri Pegawai DPMPTSP yang diperiksa.
(6) Musyawaral: mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai,
keputiuisan d ambil dengan suara te ‘banyak.
(7) Berita Acare Pemeriksazi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
rangkap 3 tiga) dengar mengginakan format sebagaimana tercantum

dalanm Lamgiran lll PeratL -an Bupati ini.

Bagian Keempat
Puiusan
Pasal 18

(1) Hasil keputusan sebaga nana diriaksud dalam Pasal 17, Majelis Kode

Etik rmemberikan putusan, berupa :
a. Terbukti; atau
b. Ticak teroukti, melaku<an pe anggaran Kode Etik.

(2) Pegawai DPMPTSP terbukti  melakukan pelanggaran Kode Etik
sebajaimana dimaksud pada zyat (1) humf a, Majelis Kode Etik
menetapka sanksi.

(3) Pegewai DPMPTSP yarg bersangkutan tidak menghadiri sidang atau
tidak bersedia menandat:ingan Bezrita Acara Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud calam Pasal 1/ ayat (1) atau ayat (2), Majelis Kode Etik tetap
memberika putusan.

(4) Sanksi sebagaimana ¢ maksud pada ayat (2) dicantumkan dalam
Putusan Sidang Majelis Kode Etix.

(5) Putusan Sdang Majelis Kode [:tik dan kode Perilaku sebagaimana
dimaxsud pada ayat (2) I: arsifa’ final dan mengikat.

(6) Putusan sdang Majelis. Kode: Eitik dan kode Perilaku sebagaimana
dimaxsud fada ayat (4) :liperguneckan sebagai rekomendasi bagi pejabat

yang berwe nang untuk n-zlaksanckan putusan.



(1)

2)

(1)

(2)

)

3)

Pasal 19

Dalan hal ‘erdapat ang:ota Majelis Kode Etik tidak setuju terhadap
putusian sidang setelah ¢ akukan voting sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 avat (6), angg:ta yang bersangkutan tetap menandatangani

putusan.
Pemyataan tidak setuji setagaimana dimaksud pada ayat (1)
dicantumkar sebagai cati:an delarn Berita Acara Sidang.

Pasal 20
Majelis Kode Etik mere<omendasikan sanksi moral kepada pejabat yang
berwenanc, jika Pegavwai DPMPTSP terbukti melakukan pelanggaran
Kode Etik sebagaimana limaksuc pada Pasal 18 ayat (1) huruf a.
Rekomendasi sebagaim:ana dmaksud pada ayat (1) disampaikan paling
lambat 7 (tujuh) hari ker 1 setelah putusan Majelis Kode Etik,
Rekomencasi sebagain-ana cimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam
format sebagaimana terzantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Bagjian Kelima
Senksi

Pasal 21

Pegewai D°MPTSP yar  terbukt melakukan pelanggaran Kode Etik dijatuhi

sanksi moral.

Pelanggaren Kode Etik s:baga mana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Felanggaran ringar jika pelanggaran Kode Etik yang dilakukan

berdampak pada DP VIPTSP/unit kerja;

b. Felanguaran sedanc, jika pelanggaran Kode Etik yang dilakukan

terdampak pada Penerintzh Daerah; dan/atau

c. Felanguaran berat, jika pelanggaran Kode Etik yang dilakukan berdampak

rada Bingsa dan Ne:jara.

Penetapan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh

Pejanat be-'wenang bercisarken putusan Majelis Kode Etik.

Pejabat yeng berwena“ig dalam menjatuhkan sanksi moral sebagaimana

dimeksud pada ayat (1), adalah:

a. Pejabzt pengawas/eselon |V bagi Pegawai DPMPTSP yang menduduki
jabatar fungsional L num/pelaksana, calon Pegawai DPMPTSP dan/atau

Tenage Kontrak Daerah di ingkungan unit kerja bersangkutan;

b. Pejaba administrator/eselon |ll, bagi Pegawai DPMPTSP yang menduduki

jabatar pengawas/e:2lon I'/ ci lingkungan unit kerja bersangkutan;



c. Kepala DPMPTSP, tiagi Pegawai DPMPTSP yang menduduki jabatan
acminist-ator/eselon |l dan pejabat fungsional tertentu dilingkungannya;
den

d. Bupati, begi Kepala DPIMPTSP.

(5) Penetapan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan

dengsn menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V

Perat.ran Bupati ini.

Pasal 22
(1) Penetapan sanksi moral sebacairnana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)
disaripaikean kepada [‘egawai DPMPTSP yang bersangkutan dan
dituangkan dalam Berita \cara,
(2) Sanksi mcral dibuat di:lam Betita Acara Penyampaian Sanksi Moral
dengan menggunakan f:ormat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Vi
yang merupakan bagian - dak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

(1) Sanksi moral sebagaim:na dimeaksud dalam Pasal 22 Ayat (1) berupa
pemyataan bersalah d :ertai permohonan maaf dan penyesalan dari
Pegawai D2MPTSP yanc melangjar Kode Etik.

(2) Sanksi mecral sebagaimrana d maksud pada ayat (1) dinyatakan secara
terbuka ateu tertutup sesuai dengan tingkat pelanggaran.

(3) Tingkat pelanggaran scebaga mana dimaksud pada ayat (2) meliputi
pelaiggaren ringan, sec ing, dan berat yang ditentukan oleh Majelis Kode
Etik serta cicantumkan calam Ret:omendasi.

(4) Sanksi mo-al untuk pelanggaran ringan dinyatakan secara tertutup hanya
dike'ahui oleh Pegawe DPNIP 'SP yang bersangkutan, pejabat yang
menyampeikan putusar: serta pejabat terkait lainnya dengan ketentuan
pejabat tidak boleh berp:ngkat lesih rendah dari Pegawai DPMPTSP yang
bersangku an.

(5) Sanksi mo-al untuk peleinggaran sedang dan berat dinyatakan pada suatu
forum resnii.

(6) Perryataan suatu foru'n resimi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

dilaksanakan secara teruuka terbatas dan secara terbuka.



Pasal 24

Penyampaan sznksi moral pada suafu fomm resmi sebagaimana dimaksud

pada Pasz! 23 Avat (5) meliput:

a. Disampaikar atau diusiumken dalam DPMPTSP/unit kerja yang

~ bersarngkutan; dan/atau;

b. Disampaikar atau diumurskan dalam suatu forum resmi, upacara bendera,
media massa, papan pasngumurian dan/atau fomm/media lain  yang
dipandang s:3suai untuk it..

Fasal 25

(1) Pegawvai DPMPTSP vyarg terbucti melakukan pelanggaran Kode Etik
sebagaimar a dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1), dapat dikenakan tindakan
administrati’.  sesuai c@ngan  Jeraturan pemndang-undangan, atas
rekoriendasi Majelis Kode: Etik.

(2) Tindekan edministratif sebagamana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sesuai dencan peraturan perundang-undangan di bidang disiplin PNS.

BABV
REHABILITASI

Pasal 26
(1) Pegawai DPMPTSP set: ah disidang/diperiksa dalam sidang Majelis Kode
Etik, tidak erbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasel 18 ayat (1) huruf I, Majzlis Kode Etik wajib merehabilitasi Pegawai
DPNPTSF dimaksud.
(2) Rehabilitasi sebagaima-a dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam

rekomendesi hasil pemer ksaan IV ajelis Kode Etik.

BAB VI
K:TENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 27

Sanksi moral yeng telah ditelaipkan oleh pejabat berwenang sebelum Peraturan

Bupati iri dite apkan, diny:takan sah dan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Peratuiain Bupat ini.

14)



BAIB VII
KE. "ENTIJAN PENUTUP

Fasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berl:ku pada tanggal diundangkan.

Agar setiep oraig mengetariinya, mamerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton
Tengah.

Ditetapkan di : Labungkari
Pada tanggal : 28~ 9- 2020

BUPATI BUTON TENGAH

HUDDIN

Diundangkan di _abungkari
Pada tanggal 23-9 - 2020

SEKRETAR S DAERAH

KOSNANTINUS BUKIDE
BERITA DACRAH KABUPATEN BUTCN TENGAH TAHUN 2020 NOMOR.. ..

WALS: !&MP‘W I~
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Lampiran |
Nomor
Tanggal
Tentang

Kode ~tik Pelayanan Put k di Lingkungan Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Situ Pirtu Kabupaten Buton Tengah.

A. Bentuk Format Surat Kcputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan
Majelis Kocdle Etik.

KCP JINAS

KEPUTUSAN KE:PALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TIZRPADU SATU PINTU

NOMORR: ...
TIENTANG

PENBENTUKAN MAJE!. 'S KODE: ETIK APARATUR SIPIL NEGARA

Menimban¢

Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

N

BUPATI BUTON TENGAH

bahwa berdasarkan dugaan pelanggaran kode etik yang
dilakukan oleh sd/i ................. NIP. ... Pangkat ...
Jabatan... ., mac<a perlu dilakukan pemeriksaan;

bahwa dz am rangka melaksanakan pemeriksaan terhadap
pelanggar:n kode etk pelayanan publik sebagaimana
dimaksud huruf 2, perlu membentuk Keputusan Kepala Dinas.

Undang-urdang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (L.zmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tamktahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 54: 4),

Undang-u-dang Ncmor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan
Kabupaten Buton Tengah di Sulawesi Tenggara (Lembaran
Negara Re oublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);

MEMUTUSKAN

[Membentuk [lajelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara untuk
inemeriksa dugaan pelanggaran kode etik terhadap Aparatur Sipil
Negara sebag ai beri<ut :

Nama

Jabatan ... ...
nstansi ... ...
Jugaan Pelanggaran Kode Etik © ...

susunan Kez 1ggotaar Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud
»ada Diktum <esatu te diri dari :

No

Pangkat/Glongzn Jabatan Jabatan Dalam
Majelis Kode Etik

1

2

(16)



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

e

Majelis Kode [tik szbagaimana dimaksud pada Diktum Kedua
mampunyai tuc 1s setagai berikut :

a Menerima :an melakukan evaluasi terhadap laporan yang
diterima sec::ra tertulis dari pelapor;

b Melakukan : ding ‘erhadap dugaan pelanggaran Kode Etik yang
dilakukan pegawai DPMPTSP;

¢ Menetapkan jenis pzlanggaran Kode Etik dan Kode Prilaku
setelah mampertimbangkan kesaksian, alat bukti dan
keterangan vang tersangkutan dalam siding Majelis Kode Etik;

d Dapat mem nta katerangan dari pihak lain untuk memperkuat
alat bukti;

e Membuat c:an menyampaikan rekomendasi pemberian sanksi
dan / atau indakan administrasi lainnya kepada Pejabat yang
berwenang.

Najelis Kode E:lik sekagaimana dimaksud pada Diktum Kedua wajib

nienyampaikan hasil rekomendasi pemeriksaan terhadap dugaan

rzlanggaran Kode Etik Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud
rada Diktum <esatu kepada Kepala Dinas paling lambat sejak

Keputusan ini :litetap<an.

kKeputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

cikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki

szbagaimana estinya.

Ditetapkan di : Labungkari

Padatanggal: .................
a.n. BUPATI BUTON TENGAH
KEPALA DINAS
ttd
( )

NIP.

BUPATI BUTON TENGAH

L SAMAHUDDIN

~J



Lampiran I
Nomor
Tanggal
Tentang

Kode Etik Pzlayanan Pub ik di lingkungan Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu € atu Pintu Kabupaten Buton Tengah.

B. Bentuk Format Surat Peanggilen
KCP DINAS

RAFASIA

SURAT PANGGILAN | / |} (*coret yang tidak perlu)

NOMOR : .

Bersama ini diminta dengan hormat ket adiran Saudara;

Nama

NIP

Pangkat / Gol. Ruiang
Jabatan

Unit Kerja

Untuk menghad:p kepada Me ahs kooe' Et|k pada

Hari
Tanggal
Jam
Tempat

Untuk diperiksa - dimintai kete -angan*) sehubungan dengan pelanggaran kode

etik terhacap ke'entuan ....... ....... ...
Demikian untuk lilaksanakan.
Labungkari, ................... 20xx
Kepala ......... /
MAJELIS KODE ETIK
(KETUA/SEKRETARIS*)
ttd

Tembusan Yth.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Tulislah ketentuan dugaan pelanggzrran

.

PARAF KCOR! INAS]

[ Seled

fJZ* @E@W Vg

L RA P R
e T — -
4 f I
: — L..f

BUPATI BUTON TENGAH

AHUDDIN



Lampiran IlI
Nomor
Tanggal
Tentang

Kode Etik Palayanan Pub k di Lingkungan Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton tengah.

C. Bentuk Format Berita Acara Pemeriksaan

~AFASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN
NOHOF. R/ 1. .......-20xx

Pada hari ..... in tanggal...... . bulan .. tahun .......... Majelis Kode Etik
dibentuk bardaserkan Keputus.an.... .. Nomor........ tanggal...... masing-masing :
1. Nama

NIP

Pangkat/Gol Ruang

Jabaten
2. Nama

NIP

Pangkat/Gol Ruang

Jabaten
3. dst... ...

Telah melakukar pemeriksaarn terhaiap :

Nama

NIP

Pangkat/ Gol. Ruang
Jabatan

Unit Kerja

Karena yang bersangkutan dic uga telah melakukan pelanggaran Kode Etik

terhadap ketentian.............. )

1. Pertanyaan @ ..
Jawaben

2. Pertanyaan @ oo
Jawaben

3. Dst.

Demikian Ber ta Acara Pemariksaan ini dibuat untuk dapat digunakan
sebaga mana mestinya.

Labungkari, ............20xx
Yan¢ diperiksa,
BUPATI BU H
PARAF KO JRD E\EA
AMAHUDDIN

| ek

Ass

IET.}(

Bl i B R 2

| PUr (‘*DPMP'W j

19)
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MAJELIS KODE ETIK

Ketua Arggota Anggota

*) Tulislah keten uan PP Nom:=r 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati
Buton Tengat Nomor ....... ...... Talun ............. yang dilanggar.

BUPATI BUTON TENGAH

AHUDDIN

|__PARAF K OC RDI IAS
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Lampiran IV
Nomor
Tanggal
Tentang

Kode Etik Pzlayanan Publik di lLingkungan Dinas Penanaman Modal
dan Pzlayanan Terpadu S atu Pintu Kabupaten Buton Tengah.

D. Bentuk Format Penyampaian Rekomendasi Kode Etik

~RAHASIA
REKOME:NDASI VAJELIS KODE ETIK
Nomor: R/..../ 20xx

1. Bersama ini kami sampaike 1 Rekom2ndasi Majelis Kode Etik sebagai

berikut:
a. Pade hari tanggal Majelis Kode Et k dan Kode Perilaku telah

memeriksa Saudara :

Nama PP
NIP Pangkat / Gol. Ruanc © ..
Jabaian

Unit Kerja o B abtnt 15 R At R S RS AR E Rs B e R is ¥ s 2 2 s
Dalam pemeriksaan terscout yanj bersangkutan terbukti/tidak terbukti*)

melakukan perbuatan yanc melarggar ketentuan ............... **)

. Berdasarkan Sidang Majel s Kocle Etik pada... tanggal..., Majelis Kode Etik

telah memutuskan bahwa j:2gawai yang bersangkutan untuk :
1) Dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka*) karena
melenggar ketentuan ... .......... .. yyaitu oo

2) Dikenakan tindakan adiinistrati’ sesuai peraturan perundang-undangan

. **)

. Sebagai batan dalam menetapken keputusan penjatuhan sanksi moral,

bersama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pegawai yang

bersangkutar .

. Demikian re<omendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana

mestinya peraturan perunclang-undangan.

o



VIAJELIS KODE ETIK

KETU/A SEKRETARIS

*) Co et yar g tidak perlu.
**) Tulislah ketentuan PP Nlomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati
Buon Teagah Nomor.. .. Tahun yang dilanggar
***)  Dituiis ap 1biia direkom:ndasi<ar puia tindakan administratif

BUPATI BUTON TENGAH

AMAHUDDIN
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Lampiran V
Nomor
Tanggal

Tentang Kode Etik Pzlayanan Pub ik di lLingkungan Dinas Penanaman Modal
dan Pclayanan Terpadu € atu Pintu Kabupaten Buton Tengah.

E. Bentuk Format Penjatulan Sanksi

Menimbang

Mengingat

FAHASIA
KEPUT(.SAN MAJELIS KODE ETIK
NOMOR ..............
TENTANG

PENJATUHAN SANKSI MORAL ATAS PELANGGARAN

KODE ETIK
DENGAN RAAMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAJELIS KODE ETIK

. bahwa dencan kzputusan ........... Nomor ........... tanggal

memeriksa clugaan pelanggaran Kode Etik Perilaku untuk
memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh
Saudara .........NIF ......... Jabatan .......... Unitkerja ........;

. bahwa reko-endasi Majelis Kode Etik tanggal....Saudara .....

terbukti melei<ukan perbuatan yang melanggar ketentuan ...... )
dan memutuskan untuk ... k)

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Penjatuhan
Sanksi Moral Atas Pe anggaran Kode Etik kepada Saudara .......
Berupa pernyataan tetutup / terbuka *

. Undang-und:ing Nomror 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, lambahay Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494)

. Peraturan P=merintat Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan

Jiwa Korps dan <ode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Rerpi blik Ihdonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan
Lembaran Negara Reoublik Indonesia Nomor 4450);

. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor ........ Tahun ........

tentang Koclz Etik Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Buton Tengah
(Berita Daer:h Kabupaten Buton Tengah Tahun 2020 Nomor ...)

. Dst.



R e

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU Meraberikan sa‘ksi kepada saudara ............atas perbuatan
melanggar ketenttan ... ...........*"

KEDUA Sarksi sebagaimana Dikium KESATU berupa Sanksi Pernyataan
Secara Tertutup / Sanksi Fernyataan Secara Terbuka®

KETIGA Kepada Saudare ..... ... untuk melaksanakan putusan ini dengan

penuh tanggungj: wab.

Labungkari, .............. 20xx
KEPALA DINAS,
(KETUA MAJELIS KODE ETIK)

ttd

NIP.

BUPAT

AHUDDIN

*) Coret yang tidak perlu;
**) Tulislah ketentuan PP lomor 4.2 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati
Buton Tengah Nomor.. . Tahun yang dilanggar ;
Jeris sanxsi yang diter:ipkan;

***)
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